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PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 06 TAHUN 2012
TENTANG

PEDOMAN PERCEPATAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN DALAM RANGKA
PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa setiap anak berhak atas identitas diri yang
diwujudkan dalam bentuk Akta Kelahiran yang
merupakan hak dasar anak;

b. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan mewajibkan setiap
penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan
termasuk kelahiran anak kepada instansi yang
melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi
kependudukan, serta mengamanatkan Pemerintah
untuk melakukan pelayanan pencatatan sipil dengan
mengeluarkan Akta Kelahiran;

c. bahwa di masyarakat masih terdapat anak-anak
Indonesia yang belum memiliki Akta Kelahiran
disebabkan karena berbagai kendala yang dapat
berpengaruh pada masa depan anak;

d. bahwa untuk mempercepat kepemilikan Akta
Kelahiran bagi anak diperlukan suatu Pedoman yang
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Mengingat

MEMUTUSKAN

memuat program kerjayang perlu dilaksanakan
seluruh instansi terkait dan masyarakat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d
perlu menetapkan Peraturan Menteri  Negara
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
tentang Pedoman Percepatan Kepemilikan Akta
Kelahiran Dalam Rangka Perlindungan Anak;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi  Kependudukan (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4674);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4736);

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Negara
Kabinet Indonesia Bersatu II;

MENETAPKAN

PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG
PEDOMAN PERCEPATAN KEPEMILIKAN AKTA
KELAHIRAN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN ANAK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Percepatan adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk

mengatasi
Kelahiran.

permasalahan anak yang belum memperoleh Akta

2. Akta Kelahiran adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi
pelaksana pencatatan sipil yang berisikan catatan resmi tentang
tempat dan waktu kelahiran anak, nama anak dan nama orang tua
anak, serta status kewarganegaraan anak.
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